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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Sistem Manajemen Anti Fraud (SMAF)
merupakan wujud komitmen manajemen
Perseroan dalam mengendalikan fraud
yang diterapkan dalam bentuk sistem
pengendalian Anti Fraud. Strategi ini
menuntut Manajemen untuk mengerahkan
sumber daya agar sistem pengendalian Anti
Fraud dapat diimplementasikan secara
efektif dan berkesinambungan.

Struktur SMAF secara utuh
menggabungkan  prinsip dasar dari
Manajemen Risiko khususnya
pengendalian internal dan tata kelola yang
baik. Implementasi strategi Anti Fraud
dalam bentuk sistem pengendalian fraud
dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi
pengendalian fraud yang saling berkaitan

yaitu:
a. pencegahan;
b. deteksi;

c. investigasi,pelaporan,dan sanksi; serta

d. pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksud dan bertujuan sebagai
acuan/referensi dan rujukan untuk
mengarahkan Perseroan dalam melakukan
pengendalian Anti Fraud melalui upaya-upaya
yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan,
namun juga untuk mendeteksi dan melakukan
investigasi serta memperbaiki sistem sebagai
bagian dari strategi dalam mengendalikan
fraud, sehingga dapat menjaga reputasi dan
kemampuan finansial Perseroan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Penerapan SMAF sebagai bagian dari
pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko
tidak dapat dipisahkan -
penerapan Manajemen Risiko-§:

INTRODUCTION

1. Background

The Anti-Fraud Management System
(AFMS) is a manifestation of the
Company's management commitment in
controlling fraud which is implemented in
the form of an Anti-Fraud control system.
This strategy requires Management to
mobilize resources to effectively and
continuously implement the Anti-Fraud
Control System.

The AFMS structure as a whole
incorporates the basic principles of Risk
Management, particularly internal control
and good governance. The implementation
of Anti-Fraud strategy in the form of fraud
control system is elaborated through 4
(four) interrelated pillars of fraud control
strategy, namely:

a. prevention;

detection;

c. investigation, reporting, and sanctions;
and

d. monitoring, evaluation, and follow-up.
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2. Purpose and Objective

This guideline is aimed and intended as a
reference and referral to direct the
Company in controlling Anti-Fraud through
efforts that are not only aimed at
prevention, but also to detect and
investigate and improve the system as part
of a strategy to control fraud, so as to
maintain the Company's reputation and
financial capability.

RIKS MANAGEMENT IMPLEMENTATION
The implementation of AFMS as part of the
isk P

anagement implementation cannot be
d from the scope of Risk

agement implementation in general.



Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi
Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur
Perseroan dan Pertanggungjawaban, serta
Pengendalian dan Pemantauan.

Pengawasan Aktif Manajemen

Pengawasan Aktif Manajemen terhadap Anti
Fraud mencakup hal-hal yang menjadi
kewenangan dan tanggung jawab Dewan
Komisaris dan Direksi.

Struktur Perseroan dan
Pertanggungjawaban

Perseroan telah membentuk unit atau fungsi
dengan tugas dan tanggung jawab yang
dimiliki dalam menangani implementasi
SMAF dan kepatuhan etika, yaitu Komite
Etik.

Pengendalian dan Pemantauan

Perseroan melakukan langkah-langkah yang
fokus dengan cara menetapkan kebijakan
dan prosedur pengendalian yang khusus
ditujukan untuk pengendalian Anti Fraud,
melakukan pengendalian melalui kaji ulang
baik oleh Manajemen (top level review)
maupun kaji ulang operasional (functional
review) oleh Internal Audit atas pelaksanaan
SMAF, pengendalian di bidang SDM yang
ditujukan untuk peningkatan efektivitas
pelaksanaan tugas dan pengendalian Anti
Fraud, penetapan pemisahan fungsi dalam
pelaksanaan aktivitas Perseroan pada
seluruh jenjang Perseroan, pengendalian
sistem informasi (yang mendukung
pengolahan, penyimpanan, dan
pengamanan data secara elektronik).

SISTEM MANAJEMEN ANTI FRAUD

SMAF  disusun secara  komprehensif
integralistik dan diimplementasikan dalam
bentuk sistem pengendalian Anti Fraud dan
diterapkan dengan menggunakan perangkat-

berikut:

These aspects at least include Active
Management Supervision, Company
Structure and Accountability, and Control and
Monitoring.

Active Management Supervision

Anti-Fraud Active Management Supervision
includes matters that are the authority and
responsibility of the Board of Commissioners
and Board of Directors.

Company Structure and Accountability

The Company has established a unit or
function with duties and responsibilities in
handling AFMS implementation and ethical
compliance, namely the Ethics Committee.

Control and Monitoring

The Company conducts focused measures
by establishing control policies and
procedures specifically aimed at Anti-Fraud
control, controlling through reviews both by
Management (top level review) and
operational reviews (functional review) by
Internal Audit on the implementation of
AFMS, control in the field of human resources
aimed at increasing the effectiveness of task
implementation and Anti-Fraud control,
establishing separation of functions in the
implementation of the Company's activities at
all levels of the Company, controlling
information  systems  (which  support
electronic data processing, storage and
security).

ANTI-FRAUD MANAGEMENT SYSTEM
The AFMS is compiled in a comprehensive
integralistic manner and implemented in the
form of an Anti-Fraud control system and is
applied by using tools which are the
: of the following 4 (four)
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Pencegahan

a. Pilar pencegahan memuat perangkat-
perangkat yang ditujukan untuk
mengurangi potensi terjadinya fraud,
yang paling kurang mencakup, SMAF
Awareness (menumbuhkan kesadaran
mengenai pentingan pencegahan Anti
Fraud), ldentifikasi Kerawanan (untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan
menilai potensi risiko terjadinya fraud),
dan Know Your Employee (sistem dan
prosedur rekruitmen yang efektif,
sistem seleksi, kebijakan “mengenali
karyawan” (know your employee)

b. Mengedukasi seluruh karyawan terkait
kebijakan SMAF

c. Sosialisasi penerapan SMAF
Dalam rangka memaksimalkan upaya
pencegahan terhadap aktivitas fraud,
maka Perseroan perlu mengadakan
sosialisasi atau edukasi SMAF kepada
Pelanggan maupun karyawan.

2. Deteksi
Pilar  deteksi memuat perangkat-
perangkat yang  ditujukan untuk
mengidentifikasikan dan menemukan

kejadian fraud, yang paling kurang
mencakup:
a. Deteksi fraud, dapat dilakukan
melalui media-media sebagai berikut:
1) Kecurangan laporan keuangan;
2) Penyalahgunaan asset;
3) Korupsi;
4) Audit and analisa sistem internal.

b. Kebijakan Whistleblowing
Pengungkapan tentang laporan
pengaduan pelanggaran
(whistleblowing system).
Whistleblowing System (pengaduan
pelanggaran) merupakan sarana
komunikasi bagi pihak internal dan
pihak eksternal untuk me

7

/""

1. Prevention

a. The prevention pillar comprises tools
aimed at reducing the potential for
fraud, which include, at a minimum,
AFMS Awareness (fostering
awareness of the importance of anti-
fraud prevention), Identification of
Vulnerabilities (to identify, analyze,
and assess potential risks of fraud),
and Know Your Employee (effective
recruitment systems and procedures,
selection systems, ‘'"know your
employee” policies).

b. To educate all employees on the
AFMS policy

c. Socialization of AFMS implementation
In an effort to maximize the prevention
of fraud activities, the Company is
required to conduct socialization or
education on AFMS to customers and
employees.

2. Detection

The detection pillar comprises tools aimed
at identifying and discovering fraud
incidents, which at least include:

a. Fraud detection can be accomplished
through the following media:
1) Financial statement fraud;
2) Asset misappropiation;
3) Corruption;
4) Internal system audit and analysis

b. Whistleblowing Policy
Disclosure of whistleblowing system.
Whistleblowing System is a means of
communication for internal and
external parties to report fraud or
violations committed by perpetrators
ithin the Company. The means by
ich the whistleblower can submit
his/her report can be accessed via




dilakukan oleh pelaku di internal
Perseroan. Sarana yang dapat
digunakan pelapor untuk
menyampaikan pelaporannya dapat
diakses melalui email kepada Komite
WBS
(whistleblowing.committee@anabatic
.com) dan dapat mengirimkan ke PO
BOX 999, Tangerang Banten 12790.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

a.

Investigasi

Investigasi berdasarkan laporan WBS
atau hasil deteksi fraud dilakukan
untuk  mengumpulkan  bukti-bukti
yang terkait dengan kejadian yang
patut diduga merupakan tindakan
fraud. Standar investigasi yang
dimiliki Perseroan paling kurang
sebagai berikut:

1) Penentuan pihak yang
berwenang melaksanakan
investigasi adalah wewenang

Direksi dengan sepengetahuan
Dewan Komisaris;

2) Penentuan pelaksana investigasi

disesuaikan dengan
kompleksitas permasalahan
yang terjadi, dengan

mempertimbangkan asas biaya,

manfaat dan reputasi Perseroan;
3) Investigasi dapat dilakukan oleh

salah satu atau kombinasi pihak-

pihak dibawah ini:

a) Internal Auditor Perseroan;,

b) Eksternal  Auditor yang
memiliki keahlian hukum
pidana dan akses

penyelesaian hukum;
¢) Gugus tugas yang ditunjuk
disetujui

direksi dan
komisaris;

d) Kepolisian.

3.

email to the WBS Committee
(whistleblowing.committee@anabatic
.com) and can send it to PO BOX 999,
Tangerang Banten 12790.

Investigation, Reporting, and Sanctions

a.

Investigation

Investigations based on WBS reports
or fraud detection results are carried
out to collect evidence related to
incidents suspected of fraud. The
Company's investigation standards
are at least as follows:

1) Determination of the party
authorized to carry out the
investigation is the authority of
the Board of Directors with the
knowledge of the Board of
Commissioners.

2) The determination of the
investigator is adjusted to the
complexity of the problem,
taking into account the principles
of cost, benefits and reputation
of the Company.

3) Investigations may be
conducted by any one or a
combination of the following
parties:

a) Company's Internal Auditor;

b) External Auditor with criminal
law expertise and access to
legal remedies;

c) Task force appointed by the
Board of Directors and
approved by the Board of
Commissioners;

d) Police.



4) Hasil investigasi tidak akan
diungkapkan kepada atau
didiskusikan dengan orang selain
dari Auditor Internal, Penasehat
Hukum, Direksi, Auditor
Eksternal, Komite Audit, dan
siapa saja dengan kebutuhan
yang sah untuk terlibat.

5) Guna menghindari merusak
reputasi mereka yang dicurigai
telah melakukan fraud dan
kemudian  ditemukan  tidak
bersalah, untuk itu Perseroan
bertanggung jawab menjaga
reputasi yang bersangkutan,
termasuk tanggung  jawab
perdata.

Pelaporan

Prosedur pelaporan guna
meningkatkan efektifitas pelaporan
atas pelaksanaan investigasi dan
kejadian fraud yang ditemukan, maka
diatur sebagai berikut:

1) Pelaporan internal

a) Pihak-pihak yang
ditugaskan untuk
melakukan investigasi
wajib membuat laporan
internal yang harus

dilaporkan kepada Direktur
Utama dan/atau Direktur
lain yang ditunjuk dan
ditembuskan ke Dewan
Komisaris.

b) Setiap hasil pelaporan
wajib  didokumentasikan
dengan baik.

c) Direksi wajib memberikan
saran secara tertulis atas
hasil laporan investigasi
yang diterimanya.

4) The results of the investigation
will not be disclosed to or
discussed with anyone other
than the Internal Auditor, Legal
Counsel, Board of Directors,
External Auditor, Audit
Committee, and anyone else
with a legitimate need to be
involved.

5) To avoid damaging the
reputation of those suspected of
fraud and later found innocent,
the Company is responsible for
maintaining the reputation of
those concerned, including civil
liability.

b. Reporting

Reporting procedures to improve the
effectiveness of reporting on the
implementation of investigations and
fraud incidents found, are regulated
as follows:

1) Internal Reporting

a) Parties assigned to conduct
investigations shall make an
internal report which shall
be reported to the President
Director and/or other
designated Directors and
copied to the Board of
Commissioners.

b) Every reporting result must
be well documented.

c) Board of Directors must
provide written advice on
the results of the
investigation  report it
receives



2) Pelaporan kepada Regulator
Perseroan wajib melaporkan
setiap kejadian fraud yang
berdampak potensial sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang
berhubungan dengan
Penerapan SMAF.

c. Sanksi
Dalam merespon suatu kejadian
fraud, perseroan akan segera
mengambil tindakan tegas termasuk
namun tidak terbatas pada ganti
rugi dari pelaku, memberikan
sanksi pemutusan hubungan kerja,
melaporkan ke pihak kepolisian
dan/atau  melakukan tindakan
hukum terhadap pelaku tindakan
fraud.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
memuat perangkat-perangkat  yang
ditujukan untuk memantau dan
mengevaluasi kejadian fraud serta tindak
lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil
evaluasi.

a. Pemantauan
Perseroan memastikan
implementasi sistem pengendalian
fraud dan tindak lanjut yang
dilakukan  terhadap  kejadian-
kejadian fraud telah sesuai dengan
ketentuan internal dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi
Data  kejadian fraud  dapat
digunakan sebagai alat bantu
evaluasi. Data kejadian fraud paling
kurang mencakup data dan
informasi sebagaimana berikut:
1)  jenis fraud,
2) tanggal terjad

2) Reporting to Regulator
The Company is obliged to
report any potential fraud
incident in accordance with the
prevailing laws and regulations
related to the AFMS
Implementation.

c. Sanctions

In responding to an incident of
fraud, the company will
immediately make a decisive
action including but not limited to
compensation from the perpetrator,
sanctioning termination of
employment, reporting to the police
and/or taking legal action against
the perpetrator of fraud.

Monitoring, Evaluation and Follow-up
Monitoring, evaluation, and follow-up
comprise tools aimed at monitoring and
evaluating fraud incidents as well as the
necessary follow-up based on the
evaluation results.

a. Monitoring
The Company ensures that the
implementation of the fraud control
system and follow-up actions taken
against fraud incidents are in
accordance with internal regulations
and applicable laws and regulations.

b. Evaluation

Fraud incident data can be used as an
evaluation tool. Fraud incident data
shall at least include data and
information as follows:

types of fraud;
date of fraud occurrence;

2)
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3) divisi/bagian terjadinya

fraud,
4)  pihak yang terlibat;
5) jabatan;

6) jumlah kerugian;
7)  tindakan yang sudah diambil;
8) kelemahan terjadinya fraud,

9) tindak lanjut/perbaikan.
Berdasarkan data kejadian fraud
dan hasil evaluasi tersebut dapat
diidentifikasi kelemahan dan
penyebab terjadinya fraud serta
ditentukan langkah-langkah
perbaikan yang diperlukan,
termasuk  memperkuat  sistem
pengendalian internal.

¢. Tindak lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi yang
telah dilakukan, Perseroan wajib
mengambil langkah-langkah tindak
lanjut untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan dan
memperkuat sistem pengendalian
internal agar dapat mencegah
terulangnya kembali fraud karena
kelemahan yang serupa.

PENUTUP V1.

Apabila terdapat perubahan peraturan internal
Perseroan yang berkaitan dengan materi
Kebijakan ini, maka kebijakan Anti Fraud ini
dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

AFFIDAVIT

3) division where the fraud occurs;

4)  parties involved;

5)  positions;

6) total loss;

7) actions taken;

8) weaknesses resulting in the
occurrence of fraud;

9) follow-up/remedies.

Based on data on fraud incidents and

the results of the evaluation,

weaknesses and causes of fraud can

be identified and the necessary

corrective measures determined,

including strengthening the internal

control system.

c. Follow-up

Based on the results of the evaluation
that has been carried out, the
Company is required to take follow-up
steps to correct weaknesses and
strengthen the internal control system
to avoid recurrence of fraud due to
similar weaknesses.

CLOSING

Should there be any changes in the
Company's internal regulations relating to the
material of this Policy, this Anti-Fraud Policy
may be revised in accordance with the
applicable provisions.
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